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Pendahuluan

Abstrak: Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Pekanbaru menimbulkan
tantangan serius seperti laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat,
kepadatan penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata, serta
meningkatnya angka kemiskinan akibat bonus demografi. Untuk menjawab
tantangan tersebut, pemerintah mengimplementasikan Program Bangga
Kencana yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui
pembangunan keluarga berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi program Bangga dalam wupaya pengendalian
pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor
penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan
dokumentasi dari informan kunci dari BKKBN Provinsi

Kencana

Riau, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, PLKB, serta
masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa implementasi program Bangga
Kencana di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik berdasarkan indikator
kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Namun,
masih terdapat kendala signifikan seperti keterbatasan jumlah sumber daya
manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran.
Kesimpulannya, program
menyeluruh, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan
kapasitas pelaksana, peningkatan literasi masyarakat terhadap program, serta
sinergi lintas sektor. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya
perbaikan tata kelola dan strategi komunikasi dalam implementasi kebijakan
pengendalian penduduk, agar program Bangga Kencana dapat lebih optimal

meskipun telah diimplementasikan secara

dalam mencapai tujuan keseimbangan demografis di wilayah perkotaan
khususnya kota pekanbaru.

Kata Kunci: Implementasi, Implementasi Kebijakan, Program Bangga Kencana.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat merupakan salah satu masalah

utama yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri
melaporkan jumlah penduduk sebanyak 282. 477. 584 orang di paruh pertama tahun 2024.
Selanjutnya, lebih dari setengah populasi Indonesia tinggal di area kota. Salah satu faktor
penyebab fenomena ini adalah urbanisasi yang berlangsung dengan cepat (Ilham, 2024).
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Berdasarkan Buku Statistik Indonesia 2024 yang dirilis oleh BPS, Provinsi Riau 56 37 23 31
menduduki posisi ke-10 sebagai Provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di
Indonesia, dengan total 6. 728. 100 jiwa, atau 2,39% dari keseluruhan populasi.Peningkatan
populasi ini memberikan tantangan besar dalam penyediaan layanan dasar seperti
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta dalam pengelolaan layanan publik terhadap
masyarakat (BPS Statistics Indonesia, 2024).

Kota Pekanbaru, yang merupakan pusat dari Provinsi Riau, telah mengalami
pertumbuhan populasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024,
jumlah penduduk di Pekanbaru mencapai 1,14 juta orang. Informasi terbaru menunjukkan
bahwa jumlah penduduk terus meningkat. Selama lima tahun terakhir, tingkat
pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) di wilayah ini adalah 0,38%. Peningkatan ini
lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan sebelumnya yang mencapai 2,07% dalam
lima tahun sebelumnya. (Darmawan, 2025).

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekanbaru

Laju pertumbuhan penduduk

Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) pertahun
2020-2024 (%)
2020 983.356 0,89
2021 994.585 1,53
2022 1.007.540 1,30
2023 1.123.348 2,99
2024 1.167.600 3,23

Sumber: (BPS Kota Pekanbaru, 2024)

Data jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan.
Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebesar 983.356 jiwa, trus meningkat hingga
tahun 2023 mencapai 1.167.600 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk di Pekanbaru tidak
hanya dipicu oleh tingginya angka kelahiran, tetapi juga oleh banyaknya orang yang datang
ke kota ini untuk berbagai alasan, seperti melanjutkan studi di perguruan tinggi atau
melakukan aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengacu pada kondisi di mana
peningkatan jumlah penduduk terjadi lebih cepat dari pada kemampuan pemerintah dan
lingkungan dalam menyediakan sumber daya yang memadai (Puspita Sari dkk., 2023).
Dampak dari kondisi ini dapat meluas ke berbagai sektor, sehingga dalam hal ini
kependudukan sangat berpengaruh besar terhadap komposisi, distribusi dan tingkat 21 21
35 24 51 9 perkembangan penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang dimaksud dengan
kependudukan merujuk pada faktor jumlah, struktur, perkembangan, distribusi,
pergerakan, penyebaran, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan aspek
Politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lingkungan setempat. Selain itu, dijelaskan
bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan suatu usaha yang bertujuan
untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas hidup
individu dalam segala aspek. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa tujuan dari
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pertumbuhan penduduk yang seimbang adalah untuk menjaga agar kehidupan
masyarakat tetap teratur dan seimbang.

Melihat jumlah penduduknya yang terus bertambah, Kota Pekanbaru tentu akan
menghadapi tantangan tertentu dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Salah
satunya adalah yaitu kepadatan penduduk, hal ini merupakan salah satu faktor terjadinya
masalah kependudukan dan persebaran penduduk yang belum merata. Data BPS tahun
2023 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Pekanbaru terkonsentrasi di
Kecamatan Tuahmadani sebanyak 161,13 ribu jiwa, Sementara populasi terkecil di
kecamatan Sail sebanyak 25,999 ribu jiwa (BPS Kota Pekanbaru, 2024).

Dapat dilihat pada Tabel 2, data kepadatan penduduk di beberapa kecamatan,
terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara kecamatan yang padat dan yang kurang
padat. Persentase penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa Tuahmadani,
Marpoyan Damai, dan Tenayan Raya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk
tertinggi. Di sisi lain, Sukajadi, Pekanbaru Kota, dan Limapuluh memiliki kepadatan
penduduk tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Kecamatan Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk per km?

Payung Sekaki 99.589 2.801
Tuahmadani 161.132 5.400
Binawidya 80.132 2.190
Bukit Raya 107.347 4.868
Marpoyan Damai 150.313 5.054
Tenayan Raya 116.014 1.014
Kulim 57.603 1.013
Limapuluh 45.021 11.144
Sail 25.999 7.975
Pekanbaru Kota 26.744 11.834
Sukajadi 48.026 12.773
Senapelan 38.390 5.773
Rumbai 102.207 1.652
Rumbai Barat 29.205 340

Rumbai Timur 35.626 258

Pekanbaru 1.123.348 1.780

Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka 2024

Berdasarkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009, BKKBN meluncurkan program
yang disebut "Bangga Kencana" (Program Pengembangan Keluarga dan Keluarga
Berencana). Program ini merupakan penyederhanaan dari nama sebelumnya,
"Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga" (KKBPK), yang pada
tahun 2020 diubah menjadi "Bangga Kencana" untuk menyederhanakan. Program Bangga
Kencana adalah inisiatif keluarga berencana yang mencakup semua tahapan kehidupan,
termasuk kehamilan, Bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Program ini
mencakup kelompok kegiatan seperti, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja
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(BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), UPPKA dan PIK-R. Program yang menyeluruh ini
merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya keluarga dan mengurangi
angka pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru.

BKKBN sepenuhnya mendukung arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024
untuk meningkatkan pelaksanaan perlindungan sosial, khususnya terkait upaya
"pengendalian pertumbuhan penduduk dan penguatan manajemen kependudukan.”
Untuk memastikan dukungan BKKBN, diperlukan metrik keberhasilan untuk seluruh
program dan kegiatan prioritas yang telah terlaksana. Renstra BKKBN 2020-2024
menetapkan beberapa tujuan strategis:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)

2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive
Prevalence Rate (mCPR)

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need

4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific
Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun

Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara
mendalam implementasi program Bangga Kencana dalam wupaya pengendalian
pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan di dua instansi utama,
yaitu BKKBN Provinsi Riau dan Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekanbaru, yang masing-masing berperan sebagai pelaksana program di tingkat
provinsi dan kota. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, dengan kriteria
seperti partisipasi langsung atau pemahaman mendalam tentang implementasi program.
Informan terdiri dari pejabat struktural di BKKBN dan Dinas Pengendalian Penduduk,
ketua DPC IPeKB (PLKB) Kota Pekanbaru, PPKBD di kelurahan aktif program, serta
masyarakat penerima dan bukan penerima program. Pemilihan informan ini bertujuan
untuk menggali perspektif dari sisi perencana, pelaksana, dan penerima manfaat program
secara seimbang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, penulis
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut meliputi
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilakukan melalui
empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.
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Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Berencana (Bangga kencana) dalam Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di
Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bangga Kencana di
Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Berdasarkan indikator
Warwick dalam (Kadji, 2015), pelaksanaan program mencerminkan adanya upaya
struktural pemerintah daerah dalam mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk
melalui penyuluhan, layanan kontrasepsi, dan pemberdayaan keluarga. Namun, di sisi lain,
efektivitas pelaksanaan program masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia,
minimnya literasi masyarakat, dan belum meratanya pengawasan pelaksanaan program di
tingkat kelurahan.

Dari sisi kemampuan organisasi, pada prinispnya kemampuan organisasi dibahas
berdasarkan kemampuan teknis, koordinasi dan SOP. Perangkat pelaksana seperti Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan BKKBN telah memiliki struktur
operasional yang jelas, tetapi pelaksanaan program masih tergantung pada jumlah dan
kapasitas petugas lapangan/PLKB yang terbatas. Kelemahan teknis dalam organisasi
pelaksana dapat menghambat efektivitas kebijakan publik. Keterbatasan tenaga kader dan
penyuluh mengakibatkan kegiatan sosialisasi dan pemantauan program tidak menjangkau
seluruh sasaran secara merata. Kemudian, koordinasi berjalan baik melalui mekanisme
formal seperti Rakorda, Reviu Program, dan Radalgram, serta lintas sektor dengan
kelurahan, puskesmas, dan OPD terkait, yang memastikan keselarasan program dari pusat
hingga lapangan. Sedangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan pada
layanan teknis seperti pelayanan KB, tetapi kegiatan kelompok bersifat fleksibel dan
disesuaikan oleh kader.

Pada aspek informasi, peneliti menemukan bahwa sosialisasi kebijakan bagi
pelaksana Program Bangga Kencana di Kota Pekanbaru dilakukan melalui forum formal
seperti Rakorda untuk menyamakan persepsi antar wilayah. Sedangkan penyampaian
informasi kepada masayrakat, pelaksana program memanfaatkan media sosial pribadi
(seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp) serta penyuluhan langsung oleh penyuluh KB.
Edukasi juga dilakukan secara door-to-door oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) kepada
kelompok sasaran. Sosialisasi dilakukan secara fleksibel dan adaptif, baik formal maupun
informal, untuk menjangkau masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

Dari segi dukungan, Pelaksanaan Program Bangga Kencana didukung oleh berbagai
elemen kelembagaan dan sumber daya manusia yang berperan penting di lapangan.
Keberadaan PPKBD dan Sub PPKBD sebagai ujung tombak di tingkat kelurahan serta
PKB/PLKB sebagai pelaksana teknis program menjadi fondasi utama dalam menyampaikan
informasi, mendampingi masyarakat, serta mengoordinasikan kegiatan di wilayah binaan.
Mereka bekerja sama dengan kader dan petugas kesehatan untuk memastikan bahwa
seluruh sasaran program, seperti keluarga berisiko stunting, ibu hamil, dan pasangan usia
subur, mendapatkan pelayanan dan edukasi yang sesuai. Dukungan juga datang dari
tenaga kesehatan seperti bidan desa/kelurahan yang memberikan pelayanan langsung
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terkait kesehatan reproduksi dan KB. Selain itu, keberadaan kelompok kegiatan seperti
BKB, BKR, dan BKL turut memperkuat pelaksanaan program melalui pendekatan
pembinaan keluarga berdasarkan kelompok usia. Posyandu juga menjadi wadah penting
yang dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat secara langsung melalui pelayanan
dasar kesehatan dan penyuluhan. Sinergi antara semua unsur ini membentuk ekosistem
kerja yang saling mendukung dalam pelaksanaan program. Seluruh aktor lapangan,
termasuk kader yang berasal dari lingkungan masyarakat sendiri seperti istri RT/RW,
menjadikan pelaksanaan program lebih efektif karena dekat dengan warga dan memahami
kondisi sosial setempat. Peran aktif mereka memperkuat jalannya sosialisasi,
pendampingan, dan pemantauan program Bangga Kencana. Dukungan kelembagaan dan
keterlibatan lintas sektor ini menjadi faktor kunci dalam mendukung upaya pengendalian
pertumbuhan penduduk secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kota Pekanbaru.

Terakhir dalam indikator pembagian potensi, peneliti menemukan bahwa
implementasi Program Bangga Kencana di Kota Pekanbaru telah berjalan dengan cukup
baik. Struktur birokrasi telah disederhanakan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih
lincah dan responsif. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara penyuluh
KB dan Dinas Dalduk KB juga telah diatur secara fungsional dan yuridis. Selain itu, adanya
pengawasan berkala dan pelaporan rutin melalui aplikasi SIGA memperkuat akuntabilitas
dalam pelaksanaan program. Semua ini menunjukkan bahwa pembagian potensi secara
internal telah menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pengendalian
pertumbuhan penduduk melalui Program Bangga Kencana

Faktor penghambat Implementasi Program Bangga Kencana dalam Upaya Pengendalian
Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang Masih Kurang

Keterbatasan jumlah penyuluh KB menjadi salah satu hambatan utama dalam
implementasi Program Bangga Kencana. Ketidakseimbangan antara jumlah SDM dengan
cakupan wilayah kerja menyebabkan kurang optimalnya pengawasan dan pendampingan
kepada sasaran program. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan dan pemerataan
tenaga penyuluh agar upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dapat berjalan lebih
efektif dan merata di seluruh wilayah Kota Pekanbaru.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Permasalahan kurangnya pastisipasi menjadi hambatan dalam implementasi Program
Bangga Kencana di Kota Pekanbaru. Masyarakat masih banyak yang memiliki persepsi
negatif atau keliru terhadap program KB, terutama karena faktor keyakinan agama,
budaya, dan minimnya edukasi yang berkelanjutan. Peran tokoh lingkungan seperti
RT/RW juga sangat menentukan keberhasilan sosialisasi, karena tanpa dukungan mereka,
partisipasi masyarakat dalam kegiatan program cenderung rendah. Kegiatan sosialisasi
juga belum mampu menarik minat masyarakat secara luas karena tidak disertai insentif
langsung, yang menyebabkan keengganan untuk terlibat.
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3. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran ini menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program.
Dana yang diterima daerah sangat tergantung pada kebijakan pusat dan jumlahnya tidak
menentu, sehingga sulit untuk merancang program jangka panjang secara efektif.
Akibatnya, banyak kegiatan hanya dilaksanakan secara swadaya oleh kader atau petugas
lapangan, dengan dana operasional yang sangat minim. Berdasarkan hasil pengamatan
peneliti untuk kegiatan yang dilakukan pada wilayah kecamatan, sumber dana kegiatan
operasional yaitu berasal dari APBN dan swadaya. Penggunaan dana berasal dari
pelatihan-pelatihan penting pun lebih sering dilakukan secara daring, yang tidak seefektif
pelatihan langsung di lapangan. Keterbatasan ini berdampak pada kurang optimalnya
pelaksanaan program di tingkat akar rumput.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Bangga Kencana di

Kota Pekanbaru dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, maka dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bangga Kencana di Kota Pekanbaru secara umum telah berjalan
melalui berbagai kegiatan utama namun belum secara maksimal, dapat dilihat dari
indikator kemampuan organisasi, program ini dilaksanakan oleh instansi yang memiliki
struktur dan tugas yang jelas, namun program ini masih menghadapi keterbatasan
dalam jumlah SDM pelaksana. Dari aspek informasi sudah cukup baik, program telah
menyediakan berbagai media informasi dan penyuluhan. Dalam hal dukungan,
partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Sementara dari segi pembagian
potensi, peran dan tugas antar pelaksana telah terbagi dengan cukup baik dan jelas.
Program ini berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan pendekatan
berbasis keluarga dan masyarakat. Namun demikian, peneliti menemukan bahwa
implementasi program masih belum sepenuhnya optimal.

2. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
program ini, yaitu kurangnya Jumlah SDM (Penyuluh KB/PLKB) yang menyebabkan
beban kerja menumpuk dan menjangkau wilayah secara tidak merata. Kurangnya
partisipasi masyarakat, serta keterbatasan anggaran

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran

yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, agar pelaksanaan Program Bangga Kencana di

Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih optimal, diantaranya:

1. Diharapkan untuk melakukan penguatan sumber daya manusia dan analisis beban kerja.
Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Dalduk KB dan BKKBN perlu menambah
jumlah PKB/PLKB, khususnya di wilayah yang memiliki cakupan keluarga besar.

2. Kemudian, Pelatihan dan pembinaan rutin bagi kader untuk melakukan sosialisasi perlu
dilakukan secara berkala guna meningkatkan kompetensi teknis dalam menyampaikan
informasi dan sosialisasi program kepada masyarakat.
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3. Serta optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan anggaran agar kegiatan program dapat
berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.
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